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Abstract 
 

 

Research is intended to measure the effect of reporting the financial area and accessibilities 

financial report against the user information about the financial area ie Parliament, employees of 

the inspectorate, and society. This analysis uses two variables: the dependent variable or the user 

of regional and independent financial information or presentation of regional financial statements. 

The sample of this research is the Keerom Regency DPRD as the main user of financial reports, 

Keerom Regency Inspectorate employees, Keerom Regency BAPPEDA employees, and the 

Provincial BPK. Samples were done by using the snowball method. This research is a quantitative 

study with a sample size of 83. Data was obtained through a questionnaire distributed directly to 

the DPRD, inspectorate employees, BAPPEDA, and BPK employees. The analytical method used in 

this research is the Partial Least Square (PLS) method. 

The results of this study indicate that: 1. The presentation of regional financial statements has a 

significant effect on the use of regional financial information. 2. Regional Financial Accessibility 

does not have a significant effect on the Use of Regional Financial Information. 3. Simultaneous 

Presentation of Regional Financial Statements and Regional Financial Accessibility Affect the Use 

of Regional Financial Information. 

 

Keywords: Report of the financial area; accessibilities report financial; and users of information  

                  financial.  
 
 

 

1. Pendahuluan 

Reformasi diberbagai bidang khusunya dalam bidang sekitor publik di Indonesia telah 

membawa perubahan dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah terhadap sistem politik, 

sosial, kemasyarakan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam dalam 

kebijakan pemerintah daerah yang baik. Otonomi daerah dan sitem pengelolaan keuangan daerah 

merupakan salah satu agenda reformasi. Ditandai dengan diterbitkan Undang-Undang No.22 Tahun 

1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, 

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang diperbarui menjadi Undang-Undang No.33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 

2005 yang diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 yang diperbarui menjadi Peraturan 

Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Dilaksanakannya undang-undang otonomi tersebut maka dapat memberikan wewenang 

kepada penyelenggara pemerintah daerah yang lebih luas, rill, dan bertanggung jawab. Adanya 

keseimbangan tugas dan fungsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyebabkan. 

Otonomi daerah dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5, merupakan 

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
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pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian 

otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas publik di 

Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternative sumber pembiayaan 

pembanguanan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari 

Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai prioritas dan aspirasi masyarakat. (Undang-

Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, 2004). 

Laporan keuangan pemerintah harus disampaikan atau dipublikasikan kepada masyarakat 

sebagai salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah. Publikasi laporan keuangan 

pemerintah telah diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 9 tentang keterbukaan 

informasi publik, dinyatakan bahwa publikasi laporan keuangan pemerintah kepada masyarakat 

merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah yang harus dilakukan secara rutin, teratur dan 

dalam jangka waktu tertentu. 

Laporan keuangan Kabupaten Keerom saat ini sangat penting untuk diakses oleh setiap 

stakeholder, baik itu DPRD kabupaten keerom, badan pengawas daerah atau Inspetorat daerah, 

BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan juga BPK (Badan Pemeriksa 

Keuangan) yang membutuhkan, sehingga mereka dapat membantu pemerintah dalam hal 

pembangunan daerah. Kurangnya akuntabilitas dari pemerintah daerah yang menyediakan informasi 

keuangan yang dapat mempermudah akses untuk melihat lebih banyak laporan keuangan tahunan 

yang mengandung semua informasi yang relevan, tetapi ada laporan keuangan yang kurang relevan. 

Namun permasalahan yang dihadapi sekarang adalah publikasi laporan keuangan oleh pemerintah 

nampaknya belum menjadi hal yang umum. Peran laporan keuangan dalam melaksanakan 

akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi 

relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara 

langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial.  

Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak 

aksesibel dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas pengelolaan keuangan. “Berdasarkan hasil 

pemeriksaan BPK tahun 2019, laporan keuangan Kabupaten Keerom mendapat opini WDP (Wajar 

Dengan Pengecualian), dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah masih terdapat 

kekurangan, dan dalam pemeriksaan BPK terdapat temuan-temuan adanya permasalahan utama 

yang berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan yaitu antaran lain penyelesaian kas 

dibendahara pengeluaran belum tertib, belanja belum dipertanggungjawabkan dan pengelolaan asset 

dan persediaan belum tertib maka dapat mengurangi kualitas akuntabilitas untuk laporan keuangan 

Kabupaten Keerom (papuasatu.com, 2019). Selain itu juga hasil pemeriksaan BPK provinsi papua 

terhadap laporan keuangan kabupaten keerom salah satunya yaitu asset pemda Kab. Keerom yang 

tidak terdata serta masing-masing SKPD tidak mengelola assetnya dengan baik sesuai dengan 

aturan yang ada sehingga BPK memberikan opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat 

terhadap laporan keuangan pemda Kab. Keerom. (BPK, 2013). 

Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian 

dengan judul “ Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan 

Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah “ di Kabupaten Keerom. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rohman (2009). Perbedaan 

dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada lokasi penelitian yang akan 

dilakukan diKabupaten Keerom, waktu penelitian dan ada penambahan dalam teori yang digunakan 

yang masih berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.  

 
Rumusan Masalah 

1. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap manfaat informasi 

keuangan daerah? 

2. Apakah askesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap manfaat informasi 

keuangan daerah? 

3. Apakah penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh 

secara simultan terhadap manfaat informasi keuangan daerah? 
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Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh penyajian keuangan daerah terhadap 

penggunaan informasi keuangan daerah. 

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh aksesibilita laporan keuangan terhadap 

penggunaan informasi keuangan daerah.  

3.  Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan 

aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.  

 

2. Kajian Pustaka 

 

Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan sudah dipraktekkan pada tahun 1999 sejak diberlakukannya otonomi 

dipemerintah daerah. Agency theory dapat digambarkan bahwa hubungan rakyat dengan 

pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena 

adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (principal) yang menggunakan pemerintah (agent) 

untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat. Penerapan teori keagenan ini dapat 

dijelaskan dari dua persepektif yaitu hubungan antara eksekutif dan legislatif, dan legislatif dengan 

rakyat. Pengaruh dari hubungan antara keagenan dan principal dapat berupa hal positif dan negatif. 

Adapun dampak positifnya yaitu dalam bentuk efisiensi, sedangkan dampak negatifnya berupa 

perilaku opportunistic. Bandariy (2011).  

Ini terjadi karena agen mendapatkan manfaat dari informasi keuangan yang diberikan oleh 

pemerintah daerah, sedangkan pemerintah daerah dapat menggunakan kepentingan pribadinya 

karena principal memiliki hak penuh. Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung 

memaksimalkan kepentingan pribadinya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan 

keputusan sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang sewajar-wajarnya untuk 

memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini baik, selain itu juga keagenan menyelamatkan 

posisinya dari mata rakyat dan juga legislatif. Tanggungjawab yang ditunjukkan pemerintah daerah 

sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, 

tetapi juga pada bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan 

keuangan. Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko ketidakpercayaan pengguna 

laporan keuangan terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu pemerintah daerah akan berusaha untuk 

menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan 

daerah. 

Teory keagenan (Agency Theory) pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling 

(1976). Dalam penelitian yang dilakukan tentang teori keagenan, yang dimana teori ini menjelaskan 

hubungan antara principal dan agent. Agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan lancar, 

pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manejer. Hubungan keagenan 

adalah suatu kontrak dimana satu orang atau lebih, memberi kerja atau principal memberi pekerjaan 

untuk orang lain (agen) agar bisa melakukan sejumlah layanan atau jasa untuk  mendelegasikan 

wewenang untuk membuat keputusan kepada agen itu. Jensen & Meckling, (1976).  

Jensen dan Meckling (1976), berpendapat bahwa masalah keagenanakan muncul jika 

proporsi kepemilikan manejer atas saham perusahaan kurang dari 100%. Karena itu, para pemimpin 

cenderung bertindak untuk membela mereka sendiri dan tidak berdasar pada pemaksimuman nilai 

perusahaan dalam mengambil keputusan pendanaan.  

Teori keagenan akan terjadi pada berbagai organisasi termasuk dalam organisasi 

pemerintahan dan berfokus pada persoalan ketimpangan/asimetri informasi antara pengelola 

(agen/pemerintah) dan publik (diwakili prinsipal/dewan). Akuntabilitas publik dapat dimaknai 

dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan 

yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan 

kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2006b). Berkaitan dengan 
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masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu 

konsep yang didasari oleh teori keagenan. Laporan keuangan sektor publik, pemerintah yang 

bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para 

pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai 

akuntabilitas 12 dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Suatu 

pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan 

pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (agency relationship). Pemerintah 

berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang 

ditentukan oleh para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal, baik secara 

langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. 

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak 

sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat 

memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu 

menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari 

laporan keuangan dan pelayanan yang baik, sedangkan bagaimana laporan keuangan dan pelayanan 

yang baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak pemerintah. Apabila kinerja 

pemerintahan baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah. Kesimpulannya pemilihan 

strategi akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap 

pemerintah sebagai agen. 

 
Teori Sinyal (Signaling Theory) 

Teori sinyal menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan amanah 

dari rakyat mempunyai keinginan untuk menunjukan sinyal kepada masyarakat. Pemerintah akan 

memberikan sinyal kepada masyarakat dengan cara memberikan laporan keuangan yang 

berkualitas, peningkatan system pengendalian internal dan pengungkapan yang lebih lengkap dan 

transparan. Menurut Tjandrakirana dan Meva (2014) dalam penelitian yang dilakukan, ia 

menyatakan bahwa teori sinyal menjelaskan mengenai alasan perusahaan yang memberi informasi 

laporan keuangan kepada pihak luar dan bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal 

kepada pihak pengguna laporan keuangan. Informasi ini dapat berupa laporan atau informasi 

tentang perusahaan.  

Ratmono (2015:2) menyatakan bahwa teori sinyal dapat membantu pemerintah (agen) dan 

masyarakat (prinsipal) dalam mengurangi asimetri informasi. Pemerintah dapat mengurangi 

asimetri informasi dengan cara memberikan sinyal kepada masyarakat melalui pengungkapan 

laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem pengendalian intern dan pengungkapan 

yang lebih lengkap. 

Kaitan dari teori sinyal dengan penelitian ini adalah dalam teori sinyal dijelaskan mengenai 

pentingnya pemberian informasi yang harus diberikan kepada pihak dalam dan pihak luar. Pihak 

dalam disini dimaksudkan untuk pemerintah itu sendiri sedangkan pihak luar adalah anggota 

DPRD, Bawasda atau inspektorat daerah dan BPK. Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh 

pemerintah yang dapat menjadi signal bagi pihak luar, terutama bagi pihak yang berkepentingan 

adalah laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa dalam 

bentuk informasi akuntansi dalan bentuk informasi laporan keuangan dan informasi non akuntansi 

dalam bentuk informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. Laporan tahunan 

hendaknya memuat informasi yang relevan dan mengungkapkan informasi yang dianggap penting 

untuk diketahui oleh pengguna laporan baik pihak dalam maupun pihak luar. Semua pengguna 

informasi keuangan tentunya memerlukan informasi untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah 

tersebut. Sehingga pihak pengguna informasi keuangan dapat mengukur transparansi dan 

akuntabilitas dalam pemerintahan Kabupaten Keerom. 
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Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (PIKD) 

Pembuatan laporan keuangan daerah bertujuan untuk memberi informasi keuangan yang 

berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik dan juga laporan akuntabilitas itu 

sendiri. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Deniski (1973) yang dikutip dalam Sujana, (2002), 

Imposibility Theory berpendapat bahwa banyak jenis pengguna informasi untuk laporan keuangan 

dan pengguna mempunyai bermacam kepentingan, maka dari itu sulit untuk menyiapkan informasi 

yang relevan untuk dapat memuaskan semua jenis pengguna informasi dalam laporan keuangan. 

 

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 

          SAP, (2005) dalam Hanif et al., (2015) menyatakan bahwa transparansi memberikan 

informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan 

pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh 

atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Menurut (Mardiasmo, 2006a) 

transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait 

dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan 

informasi. Transparansi merupakan suatu kebebasan untuk mengakses aktifitas politik dan ekonomi 

pemerintah dan keputusan-keputusan pemerintah daerah. Transparansi memungkinkan semua 

stakeholder dalam melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi 

fiskalnya serta laporan pertanggungjawaban. Hanif et al., (2015). 

Transparasi dibangun atas dasar kebebasan untuk memperoleh informasi yang relevan dan 

dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya informasi berkaitan dengan kepentingan publik secara 

langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan informasi penyajian laporan keuangan 

pemerintah. Akuntabilitas keuangan menurut LAN dan BPKP, (2003) dalam Mardiasmo, (2002) 

merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pertanggungjawaban laporan 

keuangan adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang mencangkup 

penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh pemerintah daerah. 

 
Penyajian Laporan Keuangan Daerah 

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi 

keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode 

pelaporan PP No.24 (2005). 

Menurut Governmental Accounting Standard Board (GASB, 1998) tujuan penyajian laporan 

keuangan sektor publik adalah : 

1. Untuk membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik. 

2. Untuk membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan 

kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi dan 

oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi penting. 

Berdasarkan pada Imposibility Theory Deniski, (1973) dalam Sujana, (2002), bahwa sangat 

sulit untuk menyiapkan informasi yang dapat memuaskan semua kelompok pengguna yang 

mempunyai berbagai macam kepentingan. Oleh karena itu Wilson and Kattelus (2002) dalam 

Rohman (2009) menyatakan bahwa system akuntansi pemerintahan harus, menyajikan secara wajar 

dan mengungkapkan secara lengkap dana dan aktivitas dari unit pemerintahan sesuai dengan 

GAAP; dan menentukan kesesuain dengan peraturan keuangan yang terkait dan syarat-syarat 

kontraktual agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna. 

Aksesibilitas Laporan Keuangan 

Mulyana, (2006) dalam Fauziya and Handayani, (2017) menyatakan bahwa Aksesibilitas 

dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan 

keuangan. Penyajian adalah aspek yang penting dari aksesibilitas. Dengan kata lain laporan 
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keuangan harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk 

memahaminya Henley et al, (1990) dalam Rohman, (2009). 

 
Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis 

H1: Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan 

Daerah. 

H2: Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan 

Daerah. 

H3: Pengaruh Penyajain Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan secara 

Simultan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah.  

3. Metode Penelitian 

Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Keerom Provinsi Papua. Penelitian dilakukan di 

kantor DPRD Kabupaten Keerom, kantor Badan Pengawas Daerah (Bawasda) dan kantor BPK 

Provinsi. Lokasi ini dipilih karena sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini 

dilakukan pada tanggal 6 Juli 2020 sampai 20 Juli 2020.  

 

Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna eksternal laporan keuangan Kabupaten Keerom, 

yaitu anggota DPRD, pegawai Inspektorat, pegawai BAPPEDA dan pegawai BPK.  

b. Sampel  

Sampel pada penelitian ini menggunakan metode Sampilng Snowball yaitu teknik pengambilan 

data yang dilakukan secara bergulir dari responden satu ke responden yang lain dengan cara 

penelti memilih satu ataupun dua responden yang dianggap dapat melengkapi data, kemudian 

responden tersebut menyebarkan kuesioner kepada pihak lain sehingga sehingga jumlah sampel 

semakin bertambah. Tujuan penelitian ini agar mendapat sampel yang akurat. 

 

Jenis Penelitian dan Sumber Data 

    Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. 

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan data Primer yaitu data yang berasal dari 

sumber asli atau sumber pertama. Sumber data dari penelitian ini adalah berasal dari hasil 

penyebaran kuesioner kepada para responden yaitu, anggota DPRD, pegawai inspektorat dan 

pegawai BPK yang terpilih sebagai responden dalam penelitian ini. Penelitian ini akan dilakukan 

dengan penyebaran kuesioner. Kuesioner ini dirancang untuk penelitian kuantitatif. 

 

Metode pengumpulan data 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan metode 

survey. Metode survey merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer 

dengan mendistribusikan kuesioner atau wawancara secara langsung dengan pengguna laporan 

keuangan pemerintah daearah dilingkungan Kabupaten Keerom. Metode ini akan sangat membantu 

penulis dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Bentuk pertanyaan dalam 

kuesioner bersifat tertutup dan pertanyaan yang diajukan berhubungan dengan obyek penelitian 

agar memudahkan dalam pengukuran responden atau narasumber. Namun melihat dan juga turut 

merasakan kondisi Indonesia saat ini yang sedang mengalami pandemi yang mengaharuskan untuk 

diberlakukan batasan sosial sehingga tidak memungkinkan penulis untuk melakuakan penyebaran 

kuesioner secara manual, maka dari itu penulis memilih untuk melakukan penyebaran kuesioner 

secara online dengan bantuan media elektronik agar dapat memudahkan penulis dalam mencari, 

mendata, mengumpulkan serta mengelola data untuk mendapatkan data yang relevan dan ril.  



Jurnal Akuntansi, Audit & Aset, Volume 3, Nomor 1, Mei 2020: 42–52 

 
 
48                  
 

4. Hasil dan Pembahasan 

Uji Validitas 

Uji Validitas dari model pengukuran dapat dilihat dari kolerasi antara skor konstruknya ( 

Loading Factor ) dengan kriteria nilai loading factor dari setiap indicator lebih besar dari 0,7 dapat 

dikatakan valid. Selanjutnya untuk nilai p-value < 0,5 dianggap signifikan. Namun menurut Chin, 

1998 dalam (Ghozali, 2008) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai 

loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai. Sedangkan menurut Hulland, 1999 dalam 

(Ghozali & Latan, 2015), untuk tahap pengembangan kontruk dan skala pengukuran atau 

pengembangan instrument penelitian, nilai factor loading 0,4 – 0,5 dianggap cukup. Oleh karena itu, 

loading factor antara 0,4 – 0,7 harus tetap dipertimbangkan untuk dipertahankan. Dijelaskan pula 

bahwa indikator dengan loading < 0,4 harus dihapus dari model. Penghapusan indicator dilakukan 

apabila indicator tersebut dapat meningkatkan AVE. nilai batas AVE  0,5 dan nilai factor loading 

harus lebih dari 0,7. Berikut hasil output combined loading and cross-loading :  

 

Tabel 1 Output Latent Variabel Coefficients sebelum Penghapusan Indikator 
 

 

 

 

 

 
 Sumber: Peneliti (2020) 

 

Berikut ini hasil Tabel Output Latent Variabel Coefficients setelah indikator ALK7 dan 

PIKD1 dikeluarkan : 

 

Tabel 2  Hasil Output Latent Variabel Coefficients Sesudah Penghapusan Indikator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Sumber: Peneliti (2020) 

 

Berdasarkan nilai AVE setiap konstruk memiliki nilai > 0,5, maka menunjukan bahwa 

konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi validitas konvergen. 

 

 

Uji Realibilitas 
Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai Cronbanch’s alpha dan Composite Reliability 

harus memiliki nilai diatas 0.7 sehingga konstruk dapat disimpulkan memenuhi uji reliabilitas. Nilai 

Cronbanch’s alpha dan composite reliability dapat dilihat pada tabel 4.12 dibawah ini: 
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Tabel 3 Output Latent Coefficients (uji reliabilitas) 

 

 

 

 

 

 

                                         Sumber: Peneliti (2020) 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap konstruk memiliki nilai Cronbach’s 

alpha dan Composite reliability memiliki nilai diatas 0.7 sehingga bisa dinyatakan reliable atau 

keandalan data.  

Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 

Tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi struktural ( inner Model ), tahap ini dilakukan 

dengan melihat nilai adj.R-squared untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi 

dari model structural kemudian tahap selanjutnya yaitu test untuk menguji Q 2 Predictive relevance 

dan Goodness of Fit (GOF). 

Selanjutnya dilakukan uji inner model dengan melihat nilai adj.R-squared, dimana nilai 

adj.R-squared pada variabel penggunaan informasi keuangan daerah menunjukkan nilai 0,440 yang 

berarti bahwa variabel penggunaan informasi keuangan daerah mampu dijelaskan oleh variabel 

penyajian laporan keuangan daerah dan variabel aksesibilitas laporan keuangan sebesar 4.40% dan 

sisanya 95.6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini atau factor yang 

tidak ada pada model. 

Selain dengan melihat nilai R-Squared, suatu model dikatakan memiliki nilai predictive 

relevance jika nilai Q-Squared > 0, nilai Q2 Predictive Relevance penggunaan informasi keuangan 

daerah menunjukkan nilai 0,533> 0 yang berarti bahwa model memiliki nilai predictive relevance. 

Untuk menentukan suatu model dikatakan fit dalam WrapPLS 6.0 dapat ditunjukkan pada hasil 

outgeneral results. Pada tabel menunjukkan sepuluh indikator fit pada output model fit indices dan 

p-values, sebagai berikut: 
 

Tabel 4  Model Fit and Quality Indices 

 

 

  

 

 

 

 
 Sumber: Peneliti (2020) 

 

Berdasarkan tabel  diatas, dapat disimpulkan bahwa model telah memenuhi kesepuluh kriteria 

model fit and quality indices, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut telah memenuhi 

syarat model fit. 
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Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis 

Penelitian atau hipotesis. Hasil kolerasi antar konstruk diukur dengan melihat path 

coefficients dan tingkat signifikansinya yang kemudian dengan hipotesis penelitian dibab dua. 

Tingkat signifikan yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebesar 0,05%. Berikut ini hipotesis 

yang dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran dugaan penelitian yang terdiri dari dua hipotesis, 

yaitu : 

 

Gambar 1 Hasil Output Model WarPLS 6.0 

 

 

 

Pengujian Secara Simultan WarPLS 6.0 

 

Gambar 2 Pengujian Secara Simultan WarPLS 6.0 

 

 
 

 

 

Sumber: Peneliti (2020) 
 

   Tabel  5 Hasil Uji Hipotesis 

 

 

 

 

 

 
  Sumber: Peneliti (2020) 

 
Berdasarkan tabel hasil uji diatas, dapat diperoleh : 

1. Uji hipotesis 1 diterima, artinya variabel penyajian laporan keuangan daerah memiliki 

pengaruh positif terhadap variabel penggunaan informasi keuangan daerah. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai beta (β) sebesar 0,68. 

2. Uji hipotesis 2 ditolak, artinya variabel aksesibilitas laporan keuangan tidak memiliki 

pengaruh positif terhadap variabel penggunaan informasi keuangan daerah. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai beta (β) sebesar 0,11. 

3. Uji hipotesis 3 diterima, artinya variabel penyajian laporan keuangan daerah dan variabel 

aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh positif secara simultan atau secara 

bersama-sama terhadap variabel penggunaan informasi keuangan daerah. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai beta (β) sebesar 0,66. 
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5. Kesimpulan 

Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, hipotesis dan hasil penelitian, 

dapat disimpulkan bahwa:  

1. Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penggunaan informasi keuangan daerah. hal ini berarti bahwa penyajian laporan keuangan 

daerah disajikan dengan baik dan lengkap mengikuti standar SAP (Standar Akuntansi 

Pemerintahan). 

2. Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh positif dan siknifikan terhadap 

penggunaan informasi keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa pemerintah tidak memberikan 

akses yang baik kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah daerah. 

3. Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara 

simultan bepengaruh positif dan siknifikan terhadap penggunaan informasi keuangan 

daerah.hal ini berarti nahwa penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara 

bersama-sama mempengaruhi informasi keuangan daerah. 

 

Keterbatasan penelitian 

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa 

keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih 

diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya 

karna penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-

penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain : 

1. Penelitian yang dilakukan saat ini bertepatan dengan adanya virus yang menjadi pandemik, 

sehingga penelitian ini tidak dapat bertatap muka dan melakukan wawancara secara 

langsung dengan responden sehingga informasi yang didapat tidak sesuai dengan apa yang 

diinginkan. 

2. Jumlah responden yang tidak mencapai target dan tentunya masih kurang untuk 

menggambarkan keadaan yang sesunggunya. 

3. Dalam proses pengambian data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner 

terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya, hal ini terjadi karena 

kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap responden, juga 

faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam 

kuesionernya. 

4. Penelitian ini merupakan metode survei dengan menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi 

dengan wawancara atau pertanyaan lisan sehingga hasil penelitian tidak dapat dikonfirmasi 

dan dijelaskan lebih detail. 

5. Variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan 4.54% dan sisanya 95.46% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. 

Saran 

1. Penelitian ini hanya meninjau penggunaan informasi keuangan daerah dari aspek laporan 

keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan saja, untuk penelitian selanjutnya dapat pula 

ditambahkan atau diganti variabel lainnya yang mampu membuktikan praktik.penggunaan 

informasi keuangan daerah dan perwujudan akuntabilitasnya oleh pemerintah daerah. 

2. Bagi Pemerintah daerah Kabupaten Keerom agar lebih transparan dalam mempublikasikan 

laporan keuangan pemerintah daerah kepada para pengguna laporan keuangan terlebih 

khususnya kepada masyarakat.  

3. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya lebih memperluas lagi sampel penelitian yaitu 

dengan mengambil sampel dari SKPD sebagai penyaji laporan keuangan agar data yang 

diperoleh dapat dibandingkan antara pengguna internal dengan pengguna eksternal laporan 

keuangan. 

4. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat meninjau kembali setiap butir-butir pertanyaan yang 

terdapat pada kuesioner. 
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